BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan
Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
(SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) Satuan Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah—-daerah Tingkat I[I dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Tahun 2015 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);




Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS MAKSIMAL
JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN,
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAS

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten
lombok timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

S. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi OPD yang dipimpinnya.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya
disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada OPD.

9. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada OPD;
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10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

13.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan
tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

14.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 2
Sistem Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dilakukan dengan penerbitan SPP oleh Bendahara
Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melalui PPK-OPD.

Pasal 3
SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
a. SPP-UP
b. SPP-GU;
c. SPP-TU; dan
d. SPP-LS.




BAB III
BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, masing-
masing OPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai
Uang Muka Kerja bagi OPD untuk keperluan satu bulan.

(2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan
secara langsung oleh kepala OPD kepada pihak yang
menyediakan barang dan/atau jasa.

(3) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas jumlah Uang Persediaan
pada OPD paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari pagu
anggaran menurut klasifikasi untuk diberikan UP di luar belanja

modal serta belanja barang/jasa yang diajukan pembayarannya
melalui SPP-LS.

(2) Batas Jumlah Uang Persediaan masing-masing OPD ditetapkan
setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BATAS MAKSIMAL JUMLAH SPP-GU

Pasal 6

(1) Pengisian kembali UP, diberikan apabila dana UP telah
dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh
persen) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang
telah dipertanggungjawabkan. ‘

(2) SPP-GU  terakhir diajukan sesuai kebutuhan dengan
melampirkan Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan terpisah
dari ketentuan Pasal 6 ayat (1).

(3) Apabila dalam pelaksanaannya Ganti Uang Persediaan yang
diberikan melebihi Uang Persediaan, maka Bendahara
pengeluaran mengembalikan kelebihan Uang Persediaan
langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
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(4) Ganti Uang Persediaan yang tidak dipergunakan dan belum
dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai
dengan akhir tahun anggaran harus dikembalikan ke Rekening
Kas Umum Daerah.

BAB V
BATAS MAKSIMAL PENGAJUAN SPP-TU

Pasal 7

(1) Besaran tambahan uang persediaan dapat diberikan paling
banyak sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan
untuk masing-masing OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2).

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
harus dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku PPKD.

(3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam
1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening
kas umum daerah.

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali
PA/KPA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Jumlah
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019
Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 17 Januari 2023
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Diundangkan di Selong
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH

% KABUPATEN L??MBOK TIMURY

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2



